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A. Tinjauan tentang Otonomi Daerah
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi.
Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan
relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153).
Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada
pemerintah  daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang
sangat strategis dalam rangka memelihara national state yang sudah lama
dibangun. Berikut akan dibahas mengenai otonomi daerah dan
pemerintahan daerah.

1. Pengertian Otonomi Daerah
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan
bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan
menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam
memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan
yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas

dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah telah
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dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan
memercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga
menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia
(Syaukani dkk, 2009: 217-219).

Otonomi daerah dapat mengembalikan harkat dan martabat serta
harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah sudah
sekian lama sejak kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi.
Mereka bahkan mengalami alienasi dalam kebijakan publik (Syaukani
dkk, 2009: 38). Sebagai daerah yang otonom, wilayah provinsi,
kabupaten dan kota memunyai kewenangan dalam hal membuat suatu
kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah
Peraturan daerah (PerDa). Peraturan daerah yang dibuat oleh
pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah. Sama
seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, Perda juga
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja tingkat kekuatan
hukumnya terbatas hanya dilingkup wilayah pemerintahan daerah saja.

Peraturan Daerah (PerDa) dibuat oleh pemerintah legislatif dan
eksekutif di daerah. Perda dibuat tentunya memunyai tujuan. Tujuan
yang hendak dicapai oleh suatu pemerintah daerah dituangkan dalam
peraturan daerah. Sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai

prioritas-prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang
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akan difokuskan oleh daerah. Sesuai dengan penelitian yang akan
dilaksanakan. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai
pelaksanaan perizinan dan pemungutan pajak reklame di Kabupaten
Sleman. Hal ini dikarenakan semakin banyak pemasangan reklame dari
tahun ke tahun sehingga diharapkan adanya peranan dari sektor pajak
reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, selain itu juga
untuk mengetahui pelaksanaan perizinan dan pemungutan pajak
reklame di Kabupaten Sleman sesuai dengan peraturan yang berlaku
yaitu sesuai dengan Peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan
di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan
diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
undang No. 25 Tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 menteri
dalam negeri dan otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat
dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Widjaja (2004 : 100) Inti dari konsep pelaksanaan
otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah
dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah

adalah :
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a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat.

b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya

daerah.

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat

untuk berpartisipaasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam
menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan
keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya
otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan
untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan
meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun
dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan
yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi
masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu
diadakan analisis potensi PAD.

3. Pemerintahan Daerah
Berdasarkan 1 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pengertian mengenai pemerintahan
daerah adalah sebagai berikut:
Pemerintahan ~ daerah  adalah  penyelenggara  urusan

pemerintahaan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
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seluas-luasnnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai pemerintah di daerah gubernur, bupati dan wali kota
serta perangkat daerah berhak membuat suatu peraturan atau kebijakan
publik bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna
mengatur tata kelola kehidupan di daerah. Karena dalam proses
pembuatan suatu kebijakan daerah melibatkan banyak unsur tentunya
pemerintah harus cerdas dalam mengambil suatu kebijakan bagi publik
di wilayah pemerintahaannya.

Tidak semua bidang bisa diatur oleh pemerintah daerah. Sesuai
dengan teori residu power ada bidang-bidang yang tidak bisa
pemerintah daerah atur diantaranya adalah yang dibahas dalam Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat
(3) yaitu:

a. politik luar negeri,

b. pertahanan,

c. keamanan,

d. yustisi,

e. moneter dan fiskal nasional, dan

f. agama.

Selain bidang-bidang yang tercantum di atas pemerintah daerah bisa
melakukan pengaturan di daerahnya. Salah satu kebijakan publik yang
bisa menjadi contoh yaitu peraturan daerah. Pajak reklame merupakan
salah satu pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli

daerah kabupaten, sehingga pajak reklame menjadi wewenang

Kabupaten Sleman yang dikelola dan dipungut untuk pemasukan dan
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tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sleman sehingga diharapkan
dengan adanya peraturan daerah dapat dijadikan pedoman dalam
melaksanakan pengaturan di daerah yang kemudian dapat diketahui
pula seberapa besar kontribusi atau peranan pajak reklame dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara pemerintah di
daerah  berpedoman kepada asas-asas umum  penyelenggara
pemerintahan yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:

a. asas kepastian hukum,

b. asas tertib penyelenggara negara,

c. asas kepentingan umum,

d. asas keterbukaan,

e. asas proporsionalitas,

f. asas profesionalitas,

g. asas akuntabilitas,

h. asas efisiensi, dan

i. asas efektivitas.

Sesuai dengan asas-asas yang tercantum di atas, pemerintah
wajib mentaati asas-asas tersebut dan memeraktikannya dalam kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Mulai dari asas kepastian hukum
sampai asas efektivitas apabila dilaksanakan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan tentunya akan memberikan dampak

yang positif terhadap kehidupan pemerintahan di daerah.
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B. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mengenai pendapatan asli daerah adalah sebagai
berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu wujud dari
desentralisasi  fiskal ~adalah  pemberian  sumber-sumber
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri
sesuai dengan potensi masing-masing

Menurut Kadjatmiko (2002: 77), Pendapatan asli daerah adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim dan Nasir (2006: 44), Pendapatan asli daerah
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan
daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar
daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Salah satu contoh peraturan

tersebut adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan

retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak
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olen pemerintah pusat dan provinsi sehingga menyebabkan
menurunnya daya saing daerah.

Menurut Halim (2004 : 67), PAD merupakan semua penerimaan
daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah
daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber
pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup,
maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. PAD mempunyai
peranan yang strategis di dalam keuangan bagi suatu daerah karena
sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga
kehidupan daerah. Oleh karena itu, para ahli sering memakai PAD
sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah.

Sedangkan pengertian PAD menurut Djamu Kertabudi (2007:2),
menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang
diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang
sesuai dengan peraturan perundangan untuk kelangsungan rumah
tangganya. Dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah di

Kabupaten Sleman yang dipungut dari sektor pajak reklame.
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2. Kilasifikasi Pendapatan Asli Daerah
Klasifikasi pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 26
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah terdiri dari :
a. Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak
daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 2 antara lain :
1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4) Pajak air permukaan; dan
5) Pajak rokok.
Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 Pasal 2 antara lain :
1) Pajak hotel;
2) Pajak restoran;
3) Pajak hiburan;
4) Pajak reklame;
5) Pajak penerangan jalan;
6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;

7) Pajak parkir;
8) Pajak air tanah;
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9) Pajak sarang burung walet;

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yang
dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelompokan retribusi berdasarkan Pasal 108 Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 antara lain :
1) Retribusi jasa umum;
2) Retribusi jasa usaha;
3) Retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang
terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai
salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
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3)
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Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN;

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi PAD

yang sah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah;

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

Pendapatan denda pajak;

Pendapatan denda retribusi;

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11) Pendapatan dari pengembalian;

12) Pasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dari Kklasifikasi pendapatan asli daerah tersebut diatas dapat

ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah yang

dimaksudkan peneliti adalah pajak daerah yang dipungut oleh
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kabupaten, salah satu dari pajak daerah tersebut adalah pajak
reklame, dimana pajak ini merupakan salah satu pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, sehingga
pajak reklame tentu memiliki kontribusi dalam penerimaan
pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman
mengingat pajak reklame salah satu pajak daerah yang dipungut
oleh Kabupaten Sleman dan memiliki kontribusi dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

C. Tinjauan tentang Pajak
1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam

bukunya Hukum Pajak, yaitu :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai Public Investment (Rochmat Soemitro, 2000:8)

Menurut Undang-undang No. 28/2007 (KUP), mendefinisikan:
Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Erly Suandy (2001: 5) pengertian pajak dalam bukunya

Perencanaan Pajak adalah merupakan pungutan berdasarkan Undang-
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undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan

barang dan jasa publik.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke
pemerintah.

b) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

c) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

d) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh
pemerintah.

e) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan
umum.

2. Ciri-ciri Pajak
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa
ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Mardiasmo, 2006: 2)

adalah:
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a. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut
berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-
besarnya kepentingan rakyat.

b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus
dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak
merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan
hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya
dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan
dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan
tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga
pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang
beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya
tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya
masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.

c. Dapat dipaksakan
Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak
tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan
kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan media surat paksa,
bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan

perlawanan.
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Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik yang langsung
ditunjuk.

Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi.
Pembayar pajaktidak dapat menikmati secara langsung atas pajak
yang di bayar.

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.
Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam
penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari
pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi

juga oleh rakyat pada umumnya.

Ciri-ciri pajak menurut Mohammad Zain (2005: 12) dalam buku

Manajemen Perpajakan adalah sebagai berikut :

a.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber
daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor
negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan
umum  pemerintah dalam rangka menjalankan  fungsi
pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu
oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh
para Wajib Pajak.

Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas
negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
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Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi

pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat
dipaksakan

b. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh
pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.

. Fungsi Pajak

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo (Abdul

Halim, 2004: 131), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Anggaran
Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan
pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas
negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai
selurun  pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah

pusat/daerah.
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b. Fungsi pengaturan
Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah
pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar
sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering
dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas tersebut dapat
dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-
banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan
pembangunan pemerintah pusat / daerah.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006: 2) Agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

yuridis)

c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)

d. Pemungutan pajak harus efisiensi (syarat finansiil)

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Adapun penjelasan dari kelima syarat pemungutan pajak diatas

sebagai berikut:
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a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi
wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan
Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
di Indonesia, pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

a. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
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5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari

berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi

sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis

oleh Waluyo dan Wirawan B. llyas (2003: 13) dalam buku

Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

1)

2)

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak
Penghasilan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan
Nila.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang

ditulis oleh Mardiasmo (2003: 5) dalam buku Perpajakan adalah

sebagai berikut :

1)

2)

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai.

Dari kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi

dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung

merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan
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harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung
merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut Sifatnya
Untuk mempermudah masyarakat dalam memahami jenis pajak
dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan
sifatnya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh

Waluyo dan Wirawan B. llyas (2003: 13) dalam buku Perpajakan

Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak
Penghasilan.

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh :
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah”.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan
olen Mardiasmo (2003: 5) dalam buku Perpajakan adalah sebagai
berikut :

1. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua

yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak

yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi
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wajib pajak. Jika penghasilan Wajib Pajak besar maka pajaknya pun
akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan
kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak
ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak
memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak.
c. Menurut lembaga pemungutnya
Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak
dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan
lembaga pemungutnya menjadi dua jenis.
Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang
ditulis oleh Mardiasmo (2003: 6) dalam buku Perpajakan adalah
sebagai berikut :

1. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Bea Materai.

2. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak
daerah terdiri dari :

a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak restoran, Pajak
hiburan, Pajak reklame dan Pajak penerangan jalan.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya,

dinyatakan olen Waluyo dan Wirawan B. llyas (2003: 13) dalam

buku Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:
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Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :
Pajak reklame, Pajak hiburan dan lain-lain.
Sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak propinsi adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1.Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah
bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya
yang menyatu, dikelola dan dimiliki leh pihak yang sama, kecuali
untuk pertokoan dan perkantoran.

2.Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran
adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usah jasa
boga atau catering.

3.Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan
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ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
berolah raga.

4.Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum
kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5.Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut
tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah.

6.Pajak parkir, adalah pajak yang dikenaan atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jaan oleh orang pribadi atau badan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang

memungut bayaran.
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Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dapat
digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu
pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.

Dengan adanya pengelompokan pajak, para wajib pajak dengan
mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar
dan juga akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2003: 5), dalam bukunya Perpajakan,
menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di
Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:
a. Official Assessment System
b. Self Assessment System
c¢. With Holding System
Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang terdapat di
atas adalah sebagai berikut :
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.



39

Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
¢. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.
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D. Tinjauan tentang Pajak Reklame
1. Dasar Pemungutan Pajak Reklame
Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 383) Pemungutan pajak
reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas
dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang
terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau
kota yaitu:

a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak
Reklame.

d. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame
sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame
pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Dasar Pemungutan pajak reklame Kabupaten Sleman adalah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Peraturan Bupati No.14 Tahun 2011 tentang Perhitungan Pajak
Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 tentang

Izin Reklame, Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Bangunan
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Gedung. Asas yang mendasari penagihan dan pembebanan Pajak
Reklame menurut Mardiasmo (2003: 2) meliputi:

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

b. Kepastian hukum

¢. Mudah dimengerti dan adil

d. Menghindari pajak berganda

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil
penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/
Kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten
sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat
pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut
diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah
kabupaten yang bersangkutan. Pembaharuan Undang-undang dan
sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat
sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame
pada khususnya juga akan meningkat.

Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.
Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan
reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua
penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan,
media yang menurut bentuk dan corak ragamnya memiliki tujuan
komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau

memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik
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perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh
umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Siahaan Mariot P,
2005: 324).

2. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media
yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan, atau dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali
yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengertian pajak reklame dalam Peraturan Daerah Bab | Pasal
1No. 4 tahun 2011 Kabupaten Sleman tentang Pajak Reklame, pajak
reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,
jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan

dan/atau dinikmati oleh umum.
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Pajak reklame merupakan bagian atau unit dari pajak Kabupaten
Sleman yang merupakan salah satu hasil pajak daerah. Pajak reklame
biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran,
stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan atau penyelenggaraan
reklame harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

3. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Reklame
a. Subjek Pajak Reklame

Menurut Ahmad Yani (2004: 50) subjek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan
pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Nurlan Darise (2009: 62) subjek pajak reklame
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
melakukan pemesanan reklame. Jadi setiap orang pribadi atau
badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan
reklame disebut subjek pajak reklame

b. Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 325) objek pajak reklame
adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame
dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa
periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan kabupaten/kota. Yang menjadi objek pajak reklame

adalah semua penyelenggara reklame vyang dilakukan oleh
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perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10
macam yang berbeda-beda.
Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame
menurut Marihot P. Siahaan (2005: 326), meliputi :
1) Reklame papan;
2) Reklame video;
3) Reklame kain;
4) Reklame melekat (stiker);
5) Reklame selebaran;
6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
7) Reklame udara;
8) Reklame suara;
9) Reklame film/slade;
10) Reklame peragaan.
Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek pajak
reklame adalah sebagai berikut:
1) Reklame papan
Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng
atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada
bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar
maupun yang disinari.
2) Reklame video
Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa
program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau

tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan

difungsikan dengan tenaga listrik.
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4)

5)

6)

7)
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Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang
sejenis itu.

Reklame melekat (stiker)

Adalah  reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan  dengan cara  disebarkan, dipasang,
digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya
tidak lebih dari 200 cm? per lembar.

Reklame selebaran

Adalah  reklame yang berbentuk  lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan,
dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada
kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan

menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
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8) Reklame suara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan
dari atau oleh perantaraan alat.
9) Reklame film/slade
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis,
sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada
layer atau benda lain yang ada di ruangan.
10) Reklame peragaan
Adalah reklame vyang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini
yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang
diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan
politik tanpa sponsor.
Wajib Pajak Reklame
Menurut Marihot P. Siahaan (2003: 10), wajib pajak reklame
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau
badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri,

wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
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Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui
pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak
ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak
tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan
daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung
jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas
pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk
seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak
dan kewajiban perpajakannya.

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Nurlan Darise (2009: 63-64) Dasar pengenaan pajak
reklame adalah merupakan nilai sewa reklame diperhitungkan dengan
memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan,
dan ukuran media reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tarif pajak reklame paling
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok
pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut
di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan dan
ditetapkan  dengan peraturan daerah  kabupaten/kota  yang
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan

kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang
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dipandang sesuai dengan  kondisi  masing-masing  daerah
Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota
diberikan kewenangan untuk menetapakan tarif pajak yang mungkin
berbeda dengan kabupaten/kota lainya, asalkan tidak lebih dari dua
puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan
menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dahulu pengertian
Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar
perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Cara perhitungan NSR
ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan
menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan
persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan
NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Sesuai ketentuan BAB 111 mengenai dasar pengenaan, tarif, dan
cara penghitungan pajak Pasal 6 peraturan daerah Kabupaten Sleman
No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dinyatakan bahwa :

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa reklame sebagaimanavdimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan faktor sebagai berikut:

a. jenis reklame;

b. harga bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;

d. waktu;

e. jangka waktu penyelenggaraan;

f. jumlah;
g. ukuran media reklame.



49

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa
reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 7, bahwa:

1) Nilai sewa reklame dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai
sewa reklame = Koefisien jenis reklame x harga bahan yang
digunakan x lokasi penempatan X waktu x jangka waktu
penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

2) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam
ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa reklame dan hasil
perhitungannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8, menyatakan bahwa:

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9, menyatakan bahwa:

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

().

Pajak reklame ini mempunyai potensi yang cukup besar. Ada
kecenderungan bahwa segmen pajak ini mayoritas adalah golongan
kaya yaitu para pengusaha dan investor baik lokal maupun asing,
karena kelompok ini cenderung membelanjakan uangnya dengan porsi
yang lebih besar dari pada pendapatannya untuk memasang reklame.
Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD, Bupati/Walikota atau

pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak
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Reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD). SKPD disini adalah surat ketetapan yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD harus dilunasi oleh
wajib pajak paling lama dua puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh
wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau
walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak
tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak
dikenakan sanksi adminnistrasi berupa bunga sebesar dua persen

sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah.



